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Abstract 
Online mediation in divorce cases at the Samarinda Religious Court has 
factors that make the mediation carried out online, therefore there is an 
agreement between the two parties and the mediator is the person who 
helps with the mediation. The factor is the difference in area between the 
plaintiff and the defendant. The purpose of online mediation is first, to find 
out the application of online mediation in divorce cases at the Samarinda 
Religious Court. Second, to determine the effectiveness of online mediation 
in divorce cases at the Samarinda Religious Court. This research uses 
empirical-normative legal research methods with qualitative analysis. The 
data source used is primary data from the statements of 5 informants at the 
research location. And secondary data was obtained from primary legal 
materials from Perma No. 1 of 2016. The results of the first research, there 
were obstacles because the parties did not comply with the regulations 
regarding dishonesty of the parties, so that online mediation was not carried 
out well. Second, measuring out of 10 cases that carried out online 
mediation, only 2 cases were successful in online mediation. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan ialah hal yang sangat penting bagi realita kehidupan umat manusia. 
Dengan adanya ikatan perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai 
dengan norma agama dalam berkehidupan bermasyarakat. Perkawinan ialah bertujuan 
untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, 
tujuan perkawinan dalam islam selain iru ialah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan 
jasmani dan rohani manusia, selain itu juga perkawinan dapat membentuk keluarga yang 
sakinah, mawadah, dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani 
hidupnya didunia ini juga dapat mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan 
ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. (Malisi 
2022) 

Masyarakat dalam hal ini menginginkan perkawinan yang berakhir pada 
kebahagia-an namun ada juga perkawinan yang berakhir pada perceraian karena adanya 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian ialah suatu kejadian 
yakni perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan 
untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban nya lagi sebagai suami istri. Suami dan istri 
tidak lagi hidup dan tinggal serumah layak-nya sepasang suami istri. (Mudhiiah1 2014) 
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Mediasi merupakan cara penyelesaian sangketa melalui proses perundingan yang 
melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang 
bersangketa. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai “mediator” atau “penengah”, yang 
tugasnya hanya membantu pihakpihak yang bersangketa dalam menyelesaikan 
masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.(Jumadiah 
2012) 

Mediasi di Pengadilan Agama dilembagakan melalui surat edaran Mahkamah 
Agung No 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama dalam 
menerapkan Lembaga damai. Sema tersebut lalu disempurnakan dengan peraturan 
Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 yang diubah dengan peraturan Mahkamah Agung No 
1 Tahun 2008 tentang prosuder mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan 
memaksmimalkan mediasi terkait dengan proses beperkara dipengadilan. Mediasi yaitu 
suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak 
memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu 
mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan 
bagi kedua belah pihak. (Halim 2015) 

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa para pihak untuk 
mencapai sebuah kesepakatan dibantu oleh mediator agar terlaksananya kejujuran, 
keterbukaan dan bertukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat.Dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 1 
menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Isnantiana 
2018) 

Mediasi virtual adalah sebuah prosedur penyelesaian sengketa dengan 
menggunakan pihak ketiga yang netral dalam rangka membantu para pihak yang 
bersengketa dengan bantuan jaringan internet. Perbedaan antara mediasi tatap muka 
(face to face) dengan mediasi secara virtual adalah mediasi virtual menggunakan media 
komunikasi tertentu dalam proses mediasi tersebut. Mediasi online merupakan suatu 
model penyelesaian sengketa yang dapat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan 
sengketanya. Mediasi virtual telah dikenal dan digunakan oleh beberapa negara-negara 
sebagai alternatif penyelesaian sengketa efisien serta memiliki tingkat keberhasilan yang 
tinggi. (Zaidah and Normas 2021) 
 
METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum 
empiris-normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan 
penelitian yang menggambarkan fenomena atau fakta penelitian di 
lapangan.(Assyakurrohim et al. 2022) Hal ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 
yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara gabungan observasi, wawancara, dokumentasi, data yang diperoleh 
cenderung data kualitatif, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian bersifat 
untuk memahami makna, menganalisis fenomena dan menemukan hipotesis. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Teori Efektivitas Hukum  

Menurut Hans Kelsen, teori ini membahas tentang efektivitas hukum, yang sama 
pengertiannya tentang Validitas Hukum, Validitas Hukum berarti norma-norma hukum itu 
mengingkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diberlakukan oleh norma-
norma hukum, efektivitas hukum berarti orang yang benar-benar berbuat sesuai dengan 
norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus bertindak, bahwa norma-norma itu 
benar-benar diimplementasikan dan dipatuhi. 
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Tujuan hukum adalah mencapai kedamaian dengan cara mewujudkan kepastian dan 
keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum merumuskan kaidah-kaidah hukum yang 
berlaku umum, yang berarti bahwa kaidah-kaidah harus didirikan atau di 
implementasikan degan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum-hukum harus di 
ketahui secara pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena itu hukum terdiri dari 
kaidah-kaidah yang ditetapkan hukumnya untuk peristiwa masa kini dan masa yang akan 
datang kedepannya dan serta kaidah hukum secara umum.(Yolanda et al. 2023) 

Dengan hal ini, disimpulkan bahwa di sisi samping tugas-tugas kepastian dan 
keadilan disimpulkan secara unsur unsur kegunaan didalam hukum. Maksudnya ialah 
bahwa di setiap masyarakat mengetahui hal yang pasti apakah boleh dilakukan dan apa 
yang dilarang untuk dilaksanakan, di lain hal bahwa masyarakat tidak dirugikan atas 
kepentingan dalam batas-batas yang layak Dari kesimpulan diatas menurut Hans Kelsen 
ialah suatu norma sesuai dengan pertanyaan bahwa norma itu bersifat efektif merupakan 
dua pernyataan yang berbeda, tetapi walaupun sifatnya validitas dan efektif merupakann 
dua konsep yang berbeda dengan satu sama lain, walaupun demikan terdapat hubungan 
yang amat penting yang terkait diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid 
berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk dalam sistem norma, ke dalam 
suatu tatanan yang sepenunya efektif. (Sosial et al. 2023) 

Berdasarkan dari teori efektivitas hukum yang dikemukan Soerjono Soekanto, 
efetktif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini 
mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isi 
faktor-faktor tersebut : Faktor Hukum, Faktor hukum Hukum mengandung unsur 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik implementasinya tidak jarang terjadi 
kontra dan pro-kontra antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor Penegak Hukum, 
Penegak hukum bersangkutan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah 
aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 
hukum secara proposional.  Faktor sarana atau Fasilitas hukum, Fasilitas pendukung 
secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Ruang 
lingkup terutamanya adalah sarana fisik yang beroperasional sebagai faktor pendukung. 
Fasilitas pendukung mencakup hal-hal diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan 
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 
sebagainya. Faktor masyarkat Penegak,hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian 
dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai 
hukum. Faktor kebudayaan, Faktor kebudayaan yang sebenarnya berkaitan dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan. Karena membahas masalah-masalah sistem nilai-nilai 
yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Faktor yang mempengaruhi 
kegagalan dalam pelaksanaan adalah karenanorma hukum yang kabur atau tidak jelas 
aparatur hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma 
hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga 
sulit untuk terciptanya keefektifan hukum. (Nur Fitryani Siregar n.d.) 
2. Mediasi  

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di 
tengah, makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha 
menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang 
bersengketa. ‘berada di tengah’ juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak 
memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan.  

Mediasi merupakan suatu proses damai, dimana pihak yang bersengketa 
menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator, di dalam mediasi penyelesaian 
sengketa diserahkan kepada pihak ketiga (ada pihak ke-3 yang terlibat). Atas dasar hal 
tersebut diperlukan suatupengaturan yang bersifat menyeluruh, oleh karena itu 
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
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Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus diakui, bahwa 
mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang 
mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibandingpersoalan yang 
sebenarnya. Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang pada Pasal 1 ayat 2 
menyebutkan “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator 
sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.(Zaidah and Normas 2021) 

 Prinsip utama dalam hal pengangkatan mediator ialah harus memenuhi persyaratan 
kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para 
pihak. Jika persyaratan sudah di penuhi maka mediator dapat menjalankan mediasi. Akan 
tetapi jika ini tdak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediaisi, di 
sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan 
kemampuan personal.(Usman 2018) 

Peran mediator menurut Syahrizal Abbas ialah apabila adanya perbedaan kekuatan 
dari para pihak mediator dapat mengatasi melalui cara-cara berikut: Pertama, 
Menyediakan suasana yang nyaman dan tidak mengancam. Kedua, Memberikan 
kesempatan para pihak untuk berbicara dan pihak lain mendengar apa yang 
disampaikan.Ketiga, Meminimalkan perbedaan diantara para pihak yang bertikai dengan 
menciptakan situasi informal, Keempat, Perilaku mediator yang netral dapat memberikan 
kenyamanan. Kelima, Tidak menekan atau memaksa para pihak.(Karmuji, Sy, and Sy 2016) 

 Untuk melaksanakan tugasnya, seorang mediator dapat melakukan dua macam peran, 
yakni peran pasif dan peran aktif. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan 
oleh seorang mediator tergantung kondisi pada saat mediasi berlangsung.  Pertama, 
Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersangketa memiliki 
kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. 
Kedua, Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak bersikap pasif atau 
menunggu dan sulit berkomunikasi.  Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan 
peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas 
mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang 
benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang 
terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.  

 Prinsip-prinsip Mediasi Prinsip-prinsip mediasi sebagai mediator atau filosofi 
merupakan kerja yang perlu bagi seorang mediator dalam menjalankan aktivitas mediasi 
dengan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi terdapat 5 
prinsip dasar yakni: Pertama, Prisnip kerahasian Bertemuanya mediator antar kedua 
belah pihak yang berperkara tidak boleh disebarluaskan pada khalayak publik, prinsip 
meditor yakni harus menjaga kerahasian antar pihak demi kepenting masingmasing pihak. 
Kedua, Prinsip sukarela Para pihak yang ingin melaksanaka proses mediasi hendaknya 
atas kemauan dari pihaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Ketiga, Prinsip 
pemerdayaan Para pihak yang berkenan hadir dalam proses mediasi memiliki 
kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri. Keempat, Prinsip netralitas Posisi 
mediator hanya sebatas memfasilitasi proses jalannya proses mediasi, yang 
berkewenangan mengontrol jalannya proses mediasi atau tidak terjalan. Tidak sama 
dengan hakim yang dapat memutuskan ataupun memaksa suatu keputusan. Kelima, 
Prinsip solusi yang unik Hasil mediasi tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan, 
dan tidak sejalan dengan standar prosuder yang ada. 

Mediasi dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka dan berdialog antara 
mediator dengan para pihak, dapat juga mediasi dilakukan secara online. Mediasi Online 
merupakan prosuder penyelesaian bentuk sangketa yang dilaksanakan dengan 
menggunakan komunikasi audia visual. Landasan yuridis pelaksanaan mediasi online oleh 
hakim mediator terdapat di peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3 



 

 

217 
 

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui mediasi komunikasi visual jarak jauh yang 
memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar secara langsung serta 
berpartisipasi dalam pertemuan yang dilakukan secara online” Pada pasal berikut nya 
yang tertera di Pasal 6 Ayat 2 “kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak 
jauh dan berpartisipasi dalam mediasi online dianggap sebagai kehadiran 
langsung.(Widaningsih 2017) 
3. Perceraian  

Kata cerai menurut kamus besar bahasa Indonesia pisah artinya outus hubungan 
antara suami dan istri (talak), kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan 
perihal bercerai antara suam dan istri perpecahan. Dan adapun kata bercerai yang berarti 
tidak bercampur berhubungan dan bersatu berhenti bersuami dan istri. Dalam istilah 
perceraian terdapat dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan 
fakultatif “Perkawinan dapat putus dengan kematian perceraian dan putsusan pengadilan” 
jadi istilah perceraian yuridis yaitu putusnya perkawinan yang mengakibat kan putusnya 
hubungan suami istri atau berhenti nya bersuami dan istri. 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan bagaimana tentang tata 
cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah 
melangsungkan perkawinan dalam hukum islam, yang akan menceraikan isterinya, 
mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya, yang berisi pemberitahuan 
bahwa si suami bermaksud menceraikan istrinya, disertai beberapa alasan, dan meminta 
kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan perceraian. (Hamid et al. 2006) 

Menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta’rifat-nya mendefinisikan perceraian dengan dua 
sudut pandang yaitu, dari sisi etimologi (bahasa) dari sisi terminologi (istilah). Dari sisi 
etimologi (bahasa) perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan 
(meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali ikatan. 
(Dalam et al. 2024) 
Dampak Perceraian 

Adapun dampak perceraian adalah sebagai berikut : 1) Perceraian dalam perundang-
undangan. Perceraian dalam perundang-undangan adalah menurut UU No.1 tahun 1974. 
Apabila pernikahan karena perceraian mempunyai dampak hukum terhadap anak, bekas 
dari hubungan suami/istri dan harta bersama. Dampak hukum terhadap anak apabila 
terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata melihat berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi 
perselisihan mengemai penguasaan anak-anak, pengadilan wajib memberikan keputusan 
terhadap hak asuh anak tersebut. Dampak hukum terhadap bekas suami dari Pengadilan 
biasa nya Pengadilan sendiri dapat mewajibkan kepadanya yakni bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban terhadap bekas 
istri.  

Dampak hukum terhadap harta bersama diatur hukum masing-masing yaitu hukum 
agama, hukum adat, atau hukum yang lainnya: Dampak cerai hukum adat Dampak 
perceraian dari hukum adat, umumnya hukum adat dalam perceraian merupakan hal yang 
ideal, baik putus dalam pernikahan karena kematian maupun karena perceraian, mampu 
membawa dampak hukum terhadap kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat, 
terhadap harta bersama, harta bawaan, pemberian, warisan maupun harta peninggalan. 
Dampak cerai dalam hukum agama Dampak cerai dalam hukum agama adalah apabila 
terjadi perceraian menurut hukum agama islam, maka akibat hukumnya yang sudah jelas 
maka dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya. 

Faktor Perceraian  dalam pasal 39 : perceraian hanya berlangsung di depan 
pengadilan yang bersangkut dan tidak berhasil mendamaikan diantara kedua pihak. 
Pertama, masalah yang sering dihadapi oleh pasangan suam istri ialah masalah dalam 
rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga paling sering terjadi dan memang 
sudah menjadi lika-liku dalam berumah tangga. Kedua, ialah faktor usia, faktor ini yang 



 

 

218 
 

terjadi dalam perceraian di suatu ikatan perkawinan dilakukan pada masa usia muda atau 
mapan dalam usia. Karena di masa usia muda mengalami perubahan secara psikologi. 
Ketiga, kurangannya pengertian dalam pemahaman agama, akhirakhir ini renggangnya 
sebuah keluarga bisa disebabkan oleh kecurigaan antara suami dan istri, persoalan ini 
yang menjadikan kewajban sebagai pasangan suami istri itu terlalai karena mungkin 
disalah satu pasangan ada kewajiban atau ada kesibukan yang mungkin tidak bisa 
ditinggalkan. Keempat, adanya ketidak sesuaian pendapat dalam berumah tangga, apabila 
dala keluarga tidak memiliki kesesuaian dalam berpendapat antara sesama anggota 
keluarga maka itu akan berdampak pada ketentraman, kebahagiaan, dan kemesraan akan 
sukar di dapat dalam suatu keluarga. (Ramadhani et al. 2019) 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Efektivitas 
Mediasi Online Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda” Maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan Mediasi Online dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, Mediasi merupakan bentuk upaya 
penyelesaian yang menjadikan mediator sebagai orang yang adil atau netral untuk 
membantu menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Banyak kendala yang ditemui 
dalam proses mediasi online ini sehingga diperlukan peran mediator dalam melakukan 
proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan 
kreasi dari berbagai pendekatan, dan melakukan inovasi dalam proses mediasi yakni 
dengan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan 
yang mengikat para pihak. Efektivitas Mediasi Online dalam perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Samarinda, mengukur dari 10 perkara yang melakukan mediasi online 
hanya 2 perkara saja yang berhasil dalam mediasi online, Pelaksanaan mediasi online 
dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim 
dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet 
dan whatsapp. maka dari itu mediator hakim dan mediator non hakim menyarankan 
mediasi dilakukan secara tatap muka. 
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